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RINGKASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu dari negara didunia yang
menganut sistem demokrasi. Cerminan dari negara yang memiliki sistem
demokrasi ialah dengan terselenggaranya proses penyelenggraan pemilihan
umum. Pemilihan Umum disingkat Pemilu adalah proses pemilihan dalam hal
untuk menentukan tokoh pemimpin yang nantinya akan mengemban kedaulatan
rakyat. Semua masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang tidak memiliki
pandangan yang berkaitan dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Kelayakan kandidat calon pemimpin dapat diukur dari program-program dan visi
misi kedepan yang sesuai dengan tantangan zaman. Namun kondisi seperti itu
sangat ironi dan terjadi di Indonesia, semangat idealisme menjadi pudar ketika
seorang pemimpin yang terpilin telah duduk dibangku pemerintahan. Selain
dengan cara meyakinkan rakyat dengan memberikan penawaran program kerja
kedepan, namun ada juga calon kandidat dan juga tim kampanye memberikan
uang atau benda materi lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat.
Perlu adanya kesadaran sejak dini perihal perbuatan yang dilakukan itu telah
menyalahi aturan perundang-undangan. Didalam skala daerah, perbuatan ini
sudah menjadi budaya yang marak terjadi ketika menjelang prosesi pemilihan.
Bawaslu yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu merasa kesulitan untuk
menanggulangi pelanggaran politik yang. Dibutuhkan kerjasama dan semangat
gotong-royong dengan semua lapisan masyarakat guna menekan angka penurunan
kejahatan tersebut dengan berdasarkan Undang-undang tentang Pemilihan.
Masyarakat kurang memahami bahwa apa yang telah dilakukan itu adalah
perbuatan kejahatan sebagaimana diatur didalam undang-undang. Tujuan dari
pada penelitian ini adalah semata-mata untuk memberikan pencerahan kepada
masyarakat dengan memberikan edukasi terkait kesadaran didalam momentum
pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode yang
dilakukan dengan cara menelaah kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian

ini.

Kata Kunci : Bawaslu, Politik Uang, Hukum Pidana



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat
dan hidayahnya kepada umat manusia untuk berkehidupan sesuai dengan
fitrahnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai khalifah
dimuka bumi. Semoga kita semua senantiasa diberikan karunianya sebagai bekal
hidup didunia dan diakhirat, Aamiin. Sholawat dan salam terus kita panjatkan
kepada junjungan Kita, yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah
memperjuangkan umat manusia mulai dari dari jaman jahiliyah sampai dengan
jaman Islamiyah yang terang-benderang sampai hari ini. Sosok revolusioner yang
wajib kita jadikan suri tauladan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai
khalifah dimuka bumi. Semoga kita semua senantiasan diberikan syafaatnya kelak
di Yaumul Qiyamah, Aamiin.

Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat
menyelesaikan tanggungjawab akademiknya dengan mengambil judul “Kajian
Yuridis Normatif Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran
Hukum Pidana “Money Politic” Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”.
Tugas akhir ini merupakan bagian dari salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
sarjana program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Singkat demikian yang dapat penulis sampaikan, masih banyak
keterbatasan akan pemahaman ilmu dan pengetahuan untuk dapat
menyempurnakan penelitian ini. Harapannya, apa yang ada didalam tulisan ini
dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Dan juga semoga
mendapatkan nilai ibadah yang semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah
SWT. Aamiin

Ponorogo, 7 Maret 2021
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PERSEMBAHAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dalam hal menyelesaikan penelitian ini, tentu tidak bisa terlepaskan dari

dukungan berbagai pihak yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun

tidak langsung. Dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih

sebesar-besarnya kepada semua bersangkutan yang turut serta ikut andil

didalamnya, khususnya kepada :

1.

Kedua orang tua tercinta, Bapak Gunung dan Ibu Suprihatin. Beliau adalah
sosok sederhana yang berjuang tiada hentinya mendidik dan merawat,
serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tanpa ada kata lelah yang
terlintas didalam benaknya. Semoga apa yang telah menjadi cita-cita besar
keluarga dapat dikabulkan oleh Allah SWT, Aamiin

Saudara-saudara sekandung, Yeni Supitri, Eva Wulandari dan Rudi
Hermanto yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis;
Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Happy Susanto MA;
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Ferry
Irawan Febriansyah, S.H, M.Hum;

Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
Alfalachu Indiantoro, S.H, M.H;

Dosen Pembimbing, Bpk. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H, M.Hum dan
Dr. Yogi Prasetyo S.H, M.H yang telah banyak memberikan konstribusi
melalui gagasan dan pemikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir atau penelitian ini dengan sebaik-baiknya;

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Ponorogo, yang mana telah memberikan bantuan serta bekal berupa ilmu
dan pengetahuan;

Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Ponorogo, yang telah bersedia untuk membantu peneliti dalam
menyelesaikan administrasi kemahasiswaan;

Kawan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum tahun angkatan 2016;



10. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ponorogo Komisariat AL-
FARABI, yang mana telah menjadikan wadah awal untuk berproses
selama menjadi mahasiswa;

11. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ponorogo Komisariat
HUKUM Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sebagai tempat bernaung
dan belajar para mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Ponorogo;

12. Seluruh Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Keguruan
dan llmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang
telah banyak dan tanpa hentinya memberikan bimbingan dan dukungan
kepada peneliti.

Demikian yang dapat disampaikan oleh peneliti, semoga tulisan ini dapat
menjadi manfaat bagi seluruh para pembaca, dan juga bagi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan
hidayah oleh Allah SWT, Aamiin

Billahitaufig Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini
merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di
suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat
karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain,
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar

pustaka
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